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RSI*
YASTdIN
Falnngka Raya

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAI-ANGKA RAYA
DENGAN

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK YASMIN PALANGKA RAYA

NOMOR : 47o I 335. 1 /DKpS/wr / zO22
NOMOR : $53/ PKS/RSIAY/WV eAaQ

TENTANG
KER.IASAMA DALAM BIDANG PEI,AYANAN AKTA KELAHIRAN, PERUBAHAN KARTU

KELUARGA, KARTIJ IDENTITAS ANAK BAGI BAYI YANG LAHIR DAN AKTA KEMATTAN
BAGI MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK YASMIN PALANGKA RAYA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. l{ama
AIamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

Drc. II. tDIt, ![.4?
Jalran G.obos xl/b. soekarno (Lingkar Daram) palangka Raya (23111)
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota palangka
Raya, dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kota
Palangka Raya yang selanjutnya disebut PIHAI{ PERTAMA

dr. MARIA DEWI PURUIAITTI
Jalan Tjilik Riwut Km.I,S No. 4 palangka Raya lTgIL2l
Direktur Rumah sakit Ibu dan Anak yasmin palangka Raya, yang
selaqi*rtnya d.isebqt PffiI( IItDtlA
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PrHArt PERTAMA dan PrHAr( r(tDuA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIIrarr terlebih dahulu menerangkan sebogai berikut :

1. bahwa PIIIAI( PERTAMA adalah unsurpelaksana Pemerintah Kota palangka Raya di
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang bertanggung jawab kepada Walikota
Patangka Raya yang berwenang dan berkewajiban melayani pembuatan Akta
Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian berbasis Nomor
Induk Kependudukan (NIK) bagi warga Masyarakat Kota palangka Raya.

2. bahwa PIfl*I( fitsDt * adalah tsadan Hukum yang hrgerak di bidang ptayanan
kesehatan dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Yasmin palangka Raya yang
berkedudukan di Palangka Raya.

Dengan memPerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1' Uadang-Undarrg Nosror 23 Tahun 2AA6 tentang -,A.dminis{rasi Kepeadudukan

{Lembaran Negara Repub}ik Indonesia Tahun }OOG Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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2.

Undang Nomor 24 Tahun 2013 fiembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AIs
Nomor 232, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor saz5);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AAT tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47361, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 102 Tahun 2O72 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol} Nomor
265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s3z3);
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2AOg tentang Penerapan Kartu Tanda penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25Tl;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda penduduk Elektronik;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2A16 tentang penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Icmbaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2A16
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota parangka Raya Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun zOLg tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (kmbaran Daerah Kota palangka
Raya Tahun 2OL9 Nomor 6, Tambahan Lrmbaran Daerah Kota palangka Raya Nomor
2l;
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2}lg tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T[gas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota palangka Raya {Berita
Daerah Kota Palangka Raya Tahun ZOL9 Nomor 40);

8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 21rc tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota palangka Raya
Tahun 2016 Nomor 4Z).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini pARA PIIIAIT sepakat
untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama peLrayanan Akta KeLatriran,
Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayi yang lahir dan Akta Kematian berbasis
Nomor Induk Kependudukan {NIK) bagiwarga Masyarakat Kota palangka Raya di Rumah
Sakit Ibu dan Anak Yasmin Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
MAIGUD DAIT TUJI'AI$

Maksud dan T[juan Kesepakatan Bersama ini adatah untuk mengefektitkan fungsi dan
peran PARA PIHAI( dalam penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas
Anak Bagi Bayi yang lahir dan Akta Kematian berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi warga Masyarakat khususnya di Kota palangka Raya.
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Pasal I
ITAMA KER.'ASAMA

Kerjasama ini dinamakan : Layanan Akta Kelahiran Prioritas (Anak Itah) untuk pelayanan
Akta Kelahiran, Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayiyang lahir dan
Akta Kematian.

Pasal 2
MAITSUD DAIT TUJT'AII

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengefekti{kan fungsi dan
peran PARA PIHAI( dalam penerbitan Akta Kel;ahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas
Anak Bagi Bayi yang lahir dan Akta Kematian berbasis Nomor Induk Kependudukan {NIK)
bagi warga Masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya.

Pasal 2
RUAITG LIITGI(TIP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
b. Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga Prioritas bagi orang tua Bayi yang lahir di

Rumah Sakit PIIIAI( SEDUA;
c. Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Prioritas bagi Bayi yang lahir di Rumah Sakit

PIHAI{ KEDUA;
d. Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak Prioritas bagi Bayi yang lahir di Rumah

Sakit PIHAK I{EDUA; dan
e. Pelayanan pembuatan Akta Kematian Prioritas bagi warga masyarakat Kota palangka

Raya yang meninggal di Rumatr Sakit PIHAK IIEDUA.

Pasal 3
PROSTDUR PELAYAITAIT

(1) PIHAI( NTDUA menginformasikan dan menyarnpaikan syarat kelengkapan berkas
permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu
Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian bagi warga masyarakat Kota palangka
Raya di Rumah Sakit PIHAI( I(EDUA dalam bentuk forrnat pDF kepada pIHAI(
PERTAMA

t2) PIHAI( PERTAMA menerima krkas kelengkapan berkas permohonzrn perubahan
Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kel,ahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan
Akta Kematian bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya dalam bentuk format pDF
di Kantor PIHAI{ PEtrYIAMA kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
berkas tersebut.

(3) PIHAfi PERTAfrIA menyatakan berkas PIHAII KTDUA telah lengkap dan segera
memproses berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta
Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian bagi warga
masyarakat Kota Pal;angka Raya.
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(4) PIHAI( PERIAUA menerbitkan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta
Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian dan melakukan
konfirmasi kepada PIHAII KTDUA bahwa Dokumen Kependudukan dimaksud sudah
bisa diambil di Kantor PIIIAII PERTAUA.

(5) PIHAI( XTDUA mengambil dokumen kepend.ud.ukan dimaksud dalam ayat (4) di r
Kantor PIHAI( PERfA!ilA.

{6) PIIIAI( KTDUA melakukan koordinasi dengan ora.ng tua Bayi dan Keluarga yang
meninggal bahwa perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu
Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian sudah selesai diproses dan dapat diambil
dengan PIHAI{ KEDUA.

(7) KEDUA PIIIAI( menerangkan bahwa pelayanan perubahan Kartu Keluarga,
pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian
ini tidak dipungut biaya.

Pasal 4
rEWA"'IBAIT PARA PIHATT

(1) PIHAI( PERIAMA mempunyai kewajiban:
a. Memfasilitasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada Bayi yang lahir di

Rumah'Sakit dan Akta Kematian kepada PIHAII KTDUA dan memberi tanda pada
Nomor Induk Kependudukan yang sudah d{iamin ketunggalannya;

b. PIHAIT PTRTAIIA wajib memberikan Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga,
pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Karhr Identitas Anak dan Akta Kemali6n prioritas
kepada PrHAr( KEDUA tanpa memungut biaya apapun (gratis);

c. PIHAI( PERTAMA wqiib memberikan Pelayanan perubahan Kartu Keluarga,
pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian kepada
PrHAr( KEDUA maksimal z (tujuh) hari kerja (di luar hari libur); dan

d. PIIIAII PTRTAMA wajib memberikan mntackperson kepada PIIIAI( KTDUA untuk
kelancaran Kerjasama ini.

{2) PIHAI( KTDUA mempunyai kewqjiban:
a. PIHAfi IITDUA wajib mengumpulkan kelengkapan berkas perubahan Kartu

Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan
Akta Kematian yang meninggal di Rumah Sakit PIIIAI( NEDUA, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku d an menyampaikannya
dalam format PDF melalui Grup WhatsApp;

b. PIIIAII I{EITUA wajib memberikan pelayanan jemput untuk berkas perubahan
Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian yang
telah selesai diproses oleh pIHAI( pERTAMA;

c. PIHAK KTDUA wajib memberikan crrntack personkepad.a PIHAI( ptRfAMA untuk
kelancaran Kerjasama ini;

d. PIHAI{ IIEDUA wajib menyampaikan peruba}ran Kartu Keluarga, Akta Kelahiran,
Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian kepada orang tua/pasien tanpa
memungut biaya apapun {gratis}, dan

e. PIHAK NTDUA wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data dan
dokumen perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan
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Akta Kematian yang diperoleh dari PIHAI( ?tRfAUA walaupun jangka waktu
Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;

f. PIHAI( NTDUA wajib menyampaikan laporan berkala atas pelayanan kerjasama ini
yakni pada bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk
semester kedua.

Pasal 5
HAI( PANA PIHAIT

{1) PIIIAK PERTAMA mempunyai hak:
a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIIIAII NTDUA sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal4 ayat {2) huruf a sampai dengan huruf c; dan
b. Menolak atau mengembalikan berkas kelengkapan persyaratan permohonan

perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta
Kematian yang diterima dari PIIIAI( I{EDUA bila tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

(2) PIIIAIi lltDUA mempunyai hak:
a. Mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah terjarnin ketunggalannya

bagi Bayi yang baru lahir di Rumah Sakit PIHAI( ATDUA;
b. Mendapatkan Pelayanan Perubahan Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Kartu

Identitas Anak dan Akta Kematian Prioritas dari PIIIAI( PERTAMA;
c. Mendapatkan informasi terkait kelengkapan berkas yang sud,ah terverifikasi oleh

PIHAK PERTAMA sehingga jika ada berkas yang belum lengkap pIHAIt I{6DUA
dapat segera menginformasikan kepada intern Rumah Sakit PIIIAI( IIEDUA agar
berkas dapat segera dilengkapi; dan

d. PIHAI( KEDUA berhak mendapatkan informasi bahwa Kartu Keluarga, Akta
Kel,ahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian tel,ah selesai dan d.apat diambil
di Kantor PIHAIT PERTAUA.

Pasal 6
JAIVGKA ITAI(TU

(1) Kesepakatan Bersama ini bertraku untuk jangka waktu 3 (tiga) tatrun terhitung sejak
ditandatangani dan dapat rtiFerpanjang berdasarkan kesepalatan PARA pIHAII;

(2) kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sehlum masa berlaku sebegaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAI{ yang bermaksud menga-khiri
Kesepakatan Bersama wqjib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada
PIIIAK lainnya dala waktu sekurang-kurangnya 3 {tiga) bulan sebelum tanggal
pemutusan Kesepakatan Bersama ini;

(3) Pemutusan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayatl1lberlaku efektif
setelah ada persetujuan tertulis PIHAI( lainnya;

(4) Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
sesuai dengan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAII dengan
terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selembat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
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(5) Kesepakatan Bersama irli berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan
Perundang-Undangan dan/atau keb{jakan Pemerintah yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PE1VYELESAIAIT PERSELISIIIAII

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Kesepakatan flslsama ini antara PARA PIHAI( akan diselesaikan secara
mustawarah untuk mufakat;
Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak
tercapai, maka akan diselesaikan sesusi dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

frasal8
LAIIT-L/Uil

Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Kesepakatan
Bersama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuanPARA PIHAI(;
Perubahan'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama iai.

Ihrdg
PEITufuP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani FARA PIHAI( dengan dibuhuhi cap stempel resmi.
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